
PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR : 67 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat ( 1 )  
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah juncto Pasal 1 1  Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, 
Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan 
Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten; 

b. · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a serta untuk 
optimalisasi,efesiensi dan efektifitas pelayanan kepada 
masyarakat, 'perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 
Kepada Camat; 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita 
Tahun 1950);  

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

3 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5234 ) ;  

Negara 

tentang 
dalam 



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 6, Tambahan Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 292, Tambahan Negara 
Repu blik Indonesia N omor 5601 ) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018  Nomor 17,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

8 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negerj Nomor 120 Tahun 2018  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 
80 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  
Nomor 157) ;  

9 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2016  Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2020 Nomor 2) ;  

10.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2016  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016  Nomor 86 ) .  



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA 

CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BEKASI. 

· BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

3 .  Bu pati adalah Bu pati Bekasi; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekietaris Daerah Kabupaten Bekasi; 

5 .  Camat adalah Camat di Kabupaten Bekasi. 

6.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 

kewenangannya di Kabupaten Bekasi; 

8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 

9 .  Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan. 

10 .  Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Repu blik Indonesia. . 
1 1 .  Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

12 .  Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian tugas, 
hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk 

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 

13 .  Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

14 .  Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 
fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

15 .  Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan 
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atati diperbolehkannya seseorang atau badan 
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

16 .  Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 
keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas 
keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. 



17 .  Rekornendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikari 
bahan pertimbangan kedinasan. 

18 .  Fasilitasi adalah proses rnernperrnudah sesuatu didalarn rnencapai 
tujuan tertentu. 

19 .  Pernbinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian 
pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan serta 
meningkatkan kinerja. 

20. Pengawasan adalah proses dalarn menerapkan ukuran kinerja dan 
pengarnbilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. 

2 1.  Persetujuan adalah pernyataan dukungan terhadap tindakan tentang 
sesuatu hal dan dinyatakan secara tertulis . 

. BAB II 
KEDUDUKAN, PERAN DAN TUGAS CAMAT 

Pasal 2 

( 1 )  Kecarnatan dipirnpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Camat berperan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di 
dalam wilayah kecarnatan yang dipimpinnya dan memperoleh 
penugasan serta pelimpahan kewenangan dari Bupati. 

(3) Camat sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  rnernpunyai tugas; 
a. rnenyelenggarakan urusan pemerintahan umurn sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 
b .  mengoordinasikan kegiatan pernberdayaan masyarakat; 
c. mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

urnurn; 
d .  mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

Bupati; 
e .  mengoordinasikan perneliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

urnurn; 
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 
g. rnembina dan rnengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan 

kelurahan; 
h .  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di 
kecamatan; 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

Pasal 3 

( 1 )  Carnat disarnping menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
Pasal 2, juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan 
kepada Camat yaitu : 

a. melaksanakan sebagian urusan pernerintahan dan fungsi penunjang 

urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan 
b . untuk rnelaksanakan tugas pernbantuan. 



(2) Sebagian kewenangan dari urusan pemerintahan dan fungsi penunjang 
yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a terdiri 
atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

(3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai 
dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat 
setempat. 

(4) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b 
dilaksanakan oleh camat sesuai dengan keten tuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(6) Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 
sebagaimana dimaksud ayat (5) di tetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 4 

( 1 )  Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat ( 1 ) ,  disertai dengan dukungan personil, 
peralatan/perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

BAB III 
TATA KERJA 

· Pasal 5 

( 1 )  Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat 
melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan 
Perangkat Daerah terkait. 

(2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  berkewajiban 
menyusun pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. 

(3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. 

(4) Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan 
pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, 
disetorkan kepada Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah dan 
dilaporkan hasilnya kepada. Bupati melalui Perangkat Daerah terkait 
sesuai dengan pos penerimaan di bidang tugas Perangkat Daerah 
terse but. 



BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN 

.Pasal 6 

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat (5) ,  dapat didistribusikan oleh Camat kepada Seksi 
seksi di Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. 

Pasal 7 

( 1 )  Pembinaan atas pelaksanaa:n sebagian kewenangan Bupati kepada 
Camat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. 

(2) Hasil pembinaan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1 )  disampaikan kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah. 

BABV 
LAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan 
kepada Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 9 

( 1 )  Hasil pembinaan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 
Pasal 7 dapat dijadikan bahan evaluasi. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan oleh Sekretaris 
Daerah. · 

(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibantu oleh Tim Evaluasi. 

(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diketuai oleh Asisten 
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas: 

a. memfasilitasi terselenggaranya pelimpahan sebagian kewenangan 
Bu pati kepada Camat; 

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat; 

c . melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bekasi. 



BAB IV 
PENAMBAHAN DAN/ ATAU PENARIKAN KEWENANGAN 

Pasal 10 

( 1 )  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat dijadikan dasar 
untuk penambahan dan/ atau penarikan kewenangan Bupati kepada 
Camat. 

(2) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada 
Camat, sebagian maupun seluruhnya, dilakukan apabila : 
a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan; 
b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; 

dan/ atau 
c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang 

potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan. 

(3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 1 1  

Pelaksanaan kegiatan yang menjadi obyek pelimpahan sebagian 
kewenangan yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati 
ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Feraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi 
Nomor 98 Tahun 2 01 6  tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan 
dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan 
Otonomi Daerah di Kabupaten · Bekasi sebagaimana yang telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2 0 1 7  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2 0 1 6  tentang 
Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di 
Kabupaten Bekasi pada lampiran III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. . 



Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Ditetapkan d i :  Cikarang Pusat 

pada tanggal : 12  Agustus 2020 

BUPATI BEKASI, 

ttd 

EKA SUPRIA ATMAJA 

Diundangkan di Cikarang Pusat 

pada tanggal 12 Agustus 2020 

f 1-sEKRETARIS DAE H KABUPATEN BEKAs1 

I 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2020 
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